
SALINAN 
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA 

NOMOR 19 TAHUN 2026 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 57 TAHUN 2022 
TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER 

MOHAMAD SOEWANDHIE KOTA SURABAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA SURABAYA, 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 29 
ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 
tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 57 
Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit 
Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota 
Surabaya; 

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024
tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit, untuk
memenuhi elemen penilaian representasi Pemilik/Dewan
dan akuntabilitas Direktur Rumah Sakit pada Tata Kelola
Rumah Sakit (TKRS), maka Peraturan Walikota Nomor 57
Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit
Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota
Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Nomor 57 Tahun 2022 tentang Peraturan
Internal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad
Soewandhie Kota Surabaya.

WALI KOTA SURABAYA 
PROVINSI JAWA TIMUR
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Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
(Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilajah
Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaja
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur,
Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/
PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di
Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 259);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014
tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024
tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 204);

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/
SK/II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah
Sakit;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/1596/2024 tentang Standar 
Akreditasi Rumah Sakit;
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16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun
2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surabaya Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);

18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2012
tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum
Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 51);

19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota
Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021
Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya
Tahun 2024 Nomor 24);

20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya (Berita
Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 95);

21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2022
tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah
Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya (Berita
Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 58).

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG 
PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
DOKTER MOHAMAD SOEWANDHIE KOTA SURABAYA. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 
2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah 
Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya (Berita Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2022 Nomor 58) diubah sebagai berikut : 

1. Setelah angka 11, ditambahkan 3 (tiga) angka baru, yakni
angka 12, angka 13, dan angka 14, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Wali Kota adalah Walikota Surabaya

2. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie
yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit
Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota
Surabaya

3. Direktur adalah Direktur adalah Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota
Surabaya.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit
pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada
umumnya.

6. Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum
Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah
pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas
berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek
bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan
daerah pada umumnya.
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7. Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) 
adalah peraturan yang mengatur tentang fungsi, tugas, 
tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari 
Staf Medis di rumah sakit. 

8. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis 
dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja di Unit 
Pelayanan/Rumah Sakit.  

9. Kewenangan klinis (clinical privilege) adalah hak khusus 
seorang staf medis untuk melakukan sekelompok 
pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit 
untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan 
berdasarkan penugasan klinis (clinical appointment). 

10. Standar Prosedur Operasional adalah suatu perangkat 
instruksi atau langkah-langkah berurutan yang 
dibakukan untuk menyatakan suatu proses kerja 
tertentu. 

11. Kelompok Staf Medis adalah kelompok medis yang 
keanggotaanya sesuai dengan profesi dan keahliannya.  

12. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri 
dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, 
pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan 
profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang 
memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya 
Kesehatan. 

13. Tenaga Kesehatan adalah Tenaga Kesehatan adalah 
setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang 
kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, 
dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk 
jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk 
melakukan Upaya Kesehatan. 

14. Tenaga Profesional adalah Pegawai selain Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) dan/atau Pegawai Pemerintah Dengan 
Perjanjian Kerja (PPPK) diangkat sesuai dengan 
kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan 
berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktifitas 
dalam meningkatkan pelayanan. 
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2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru, 
yakni (2a) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 12 

 
 
(1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

11  diangkat dan diberhentikan oleh Walikota. 
 
(2) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf 

a, bertanggungjawab kepada Walikota. 
 
(2a) Kualifikasi Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) adalah sebagai berikut : 
 
a. Tenaga Medis; 

 
b. Tenaga Kesehatan; atau 

 
c. Tenaga Profesional, yang memiliki kompetensi 

manajemen rumah sakit. 
 
(3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan huruf c, 
bertanggungjawab kepada Pemimpin.  

 
3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 14 
 
Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, 
mempunyai tanggung jawab sebagai berikut: 
 
a. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. menjalankan visi dan misi rumah sakit yang telah 
ditetapkan.  

c. menetapkan kebijakan rumah sakit, termasuk kebijakan 
pengendalian anti korupsi antara lain kebijakan anti 
fraud di lingkungan rumah sakit; 

d. Memberikan tanggapan terhadap setiap laporan 
pemeriksaan yang dilakukan oleh regulator;  

e. mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia, 
keuangan dan sumber daya lainya; 

f. merekomendasikan sejumlah kebijakan, rencana 
strategis, dan anggaran kepada Representatif 
pemilik/dewan pengawas untuk mendapatkan 
persetujuan; 
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g. menetapkan prioritas perbaikan tingkat rumah sakit 
yaitu perbaikan yang berdampak luas/menyeluruh di 
rumah sakit yang akan dilakukan pengukuran sebagai 
indikator mutu prioritas rumah sakit; 

h. melaporkan hasil pelaksanaan program mutu dan 
keselamatan pasien meliputi pengukuran data dan 
laporan semua insiden keselamatan pasien secara 
berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Representasi 
pemilik/dewan pengawas; 

i. melaporkan hasil pelaksanaan program manajemen 
risiko kepada Representasi pemilik/dewan pengawas 
setiap 6 (enam) bulan; 

j. menjamin terlaksananya kebijakan RSUD;  

k. menjamin kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan 
RSUD;  

l. menjamin terlaksananya program kerja, pengendalian, 
pengawasan dan pelaksanaan serta laporan kegiatan 
RSUD; 

m. meningkatkan akses, keterjangkauan dan mutu 
pelayanan kesehatan.  

 
4. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 26 
 
(1) Dewan Pengawas mempunyai memiliki tugas sebagai 

berikut : 
 
a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;  

b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana 
strategis;  

c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana 
anggaran;  

d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali 
biaya dalam penyelenggaraan pelayanan;  

e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;  

f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah 
Sakit; 

g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, 
etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;  

h. memantau perkembangan kegiatan BLUD RSUD; 
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i. menilai kinerja keuangan maupun kinerja
nonkeuangan BLUD RSUD dan memberikan
rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti
oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD;

j. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian
eksternal pemerintah;

k. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan

l. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota
mengenai :

1) RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;

2) Permasalahan yang menjadi kendala dalam
pengelolaan BLUD RSUD; dan

3) Kinerja BLUD RSUD.

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini  mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Surabaya. 

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 24 April 2026 

WALI KOTA SURABAYA 

ttd 

ERI CAHYADI 

Diundangkan di ........ 
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Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 24 April 2026 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

Lilik Arijanto, ST.,MT 
Pembina Utama Muda 

 NIP 19710330 199803 1 005 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2026 NOMOR 19 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Ditandatangani secara elektronik oleh : 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA 

Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. 
Jaksa Utama Pratama 
NIP. 197803072005011004
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